
 

 

 

GUBERNUR JAWA BARAT 

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOMOR 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 

TENTANG 

UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan 
dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, Gubernur 

wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi; 

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia Nomor M/11/HK.04/X/2020 tanggal 
26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 
2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19), Gubernur harus melakukan penyesuaian 
penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan 

nilai Upah Minimum Tahun 2020; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang 
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5747); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang 

Dewan Pengupahan; 

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 948) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan 
Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1170); 

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 
tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia  

Tahun 2018 Nomor 1549); 

9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan 
Pelaksanaan Upah Minimum; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 
166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2015 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 192); 

11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.135-
Bangsos/2018 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa 
Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2021, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan 
Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.910-

Yanbangsos/2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.135-
Bangsos/2018 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa 

Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2021; 
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Memperhatikan  : 1. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 
Nomor M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 

tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

2. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat 
tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2020; 

3. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 
561/51/X/Depeprov tanggal 27 Oktober 2020 hal 

Rekomendasi Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 
2021; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebesar 
Rp1.810.351,36 (satu juta delapan ratus sepuluh ribu tiga 

ratus lima puluh satu rupiah tiga puluh enam sen).  

KEDUA : Besaran Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan 
besaran Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang 
ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi perekonomian 

nasional pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19). 

KETIGA : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum 
KESATU, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2021. 

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal  31 Oktober 2020  

GUBERNUR JAWA BARAT, 

                       ttd 

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL 
 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya  

Kepala Biro Hukum dan HAM 

 

 

 

 

Dr.Eni Rohyani, SH., M.Hum. 

Pembina Utama Muda  
NIP. 196502231990122002 
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